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ABSTHRAK

Penegakan hukum vang efektif techadap tindak pidena korupsi memiliki dua tujuan
Tujuan pertama adalab agar pelako tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan
setimpal. sedangkan tujuen kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Hukum
perdata berperen penting dalam usaha pengembalian Kerugian Kevangan vang diderita oleh
negars schagai akibat dari tindak pidana korupsi. Penggunaan instrumen hukum perdata
dalam penpernbalian kerugizn kevangan negara ini dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini
ialzh Jaksa Pengacara Megara. Permasalshan yang diteliti adalah bagaimana prosedur
pengembalian kerugian keusngan negars melalui mekanisme keperdataan pada kasus
tindak pidana kooepsi, apa saja kendala-kendalz dalam upava pengembalian kerugian
kewangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kesus tindak pidans korupsi serta
bapaimana upaya Jakse Pengacorn MNepara dalam menpatgsi kendala-kendala dalam
pengembalian kerugizn kevanpan nepara melalui mekanisme keperdatasn peds kasus
tindak pidana korupsi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Yuridis Sosielogis, yailu sualu penelitisn yang menggunakan metode pendekatan terhadap
masalah dengan melihat norma hukusn vang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yong
terdapat dilapangan. Berdassrkan hasil penelitian di lapanpan prosedur pengembalian
kerugian kewangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana
korupsi dapat dilakukan melalui negosissi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana
atau ahli warisnva, Dalam wpaya pengembalian kerugian kevangan negara ini mengalami
beberapa  kendala  antara  lain berkaitan  dengan  kemampuan  membayar  dari
terpidanafahliwarisnya serta apabila teepidana meninggal dunia dalam menjalani pidananya
maka Jaksa Pengacara Negara sulil dalam menenukan abliwaris vang sah dari terpidana
vang depat membayar vang pengganti tersebul. Unluk mengatasi kendala tersebut Jaksa
Pengacara Megara akan mengupayekan neposiasi dimana terpidany’ ahliwarisnya dapat
mengembalikan kerugian kewangan negara yang dikorupsi dengan cara mencicil setiap
bulannya sesuai dengan kemampuan terpidana/ahli - warisnya, Bagi lerpiduna yang
memnggal dalam mengalan: pidananya maka Jaksa Pengacara Negara akan memanggil ahili
wards erpidana guna menentukan abli waris terpidana yang dianggap sah dan mampu
untuk membayar wang pengganti lersebut,



BAB1

PENDAINULUAN

A, Latar Belakang

Salah saw fenomena sosial yang dinamakan denpgan korupsi telah menjadi realitas
perilaku hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam interaksi sosinl dan diangaap
sebagal perbuatan yang menyimpang (deviany -‘I_:Iﬂ.llh:l'l'ﬁ..lzu'}_l Foorupsi berdampak sangat
besar terhadap resaknya tatanan sosial. ekonomi, politik dan hukum,” dengan begitu
kampleks dampak yang ditimbulkannya, korupsi masih saja terus berlangsung balkon
semakin meluas, tidak hanyva ditingkat pusat namun telab menjalar ke berbagai daerah di
Indomesia,

Pasal 2 ayat | Undang-Undang Momor 31 Tahun 1999 teniang Pemberantasan
Tindak Pidana Korspsi memberikan pengertian tindak pidana korupsi jalah setiap arung
vang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendifi atau orang
lain ataw suatu korporasi yang dapat merugikan keuanaan negarn atag perekonomian
negara, Bila ditinjau dard sepi hukum perdata, korupsi adalah perbuatan melanzear hukum
vang mengakibatkan tefadinys kerugian.®

Upaya hukum pemberantasan tindak pidans korupsi masib belum berjalan maksimal,
saloh satw permasalahen vang muncu! dalam penepakan hukum adalah bagaimana
pengembalian vang negara fasser recover) vang dikorupsi. Berdasarkan hasil temuan
frdonesia Corruption Wateh { JOW) menvatakan  kerugian negara akibat kurupsi pada

tahun 2007 mencapai Bp. 141 triliun, Sckior encrgi dan listrik merapakan sekior vang

" Elwil Danil dan Arin Aumeti, Dkt ffukior Pidans Ka wansi Bagizn Hukam Pidona Fakuls
IJu_kum Limiversitos Andalas, Padang, 2002, hal 1.

- lkhwan rﬂl..'l:ul]l ‘|-':|'|"'.IT_|! rertd Flor Liclawan Aorepsl, Sentralisnee Procluciion, Takara, 24605, hal 21

" Harpeileny ':1|IL|.'II<'I|'.I|-"-{I "Eksistensi don Fungsi Jaksa Pengocarm Mepora dalam Permberaniosan
Tirdak Pidana Korupsi”, Meaa fdvg Braes, vol 2 Wo %, 2004, bl 11,



menycbabkan kerugian negars tertingzi vakni mencapai Rp.566.00 miliar ditkuti dengan
sckior peckebunan, pertanian dan peternakan dengan kerugian negara mencapai Rp.2 17,60
riliar,”

Melihat pada kerugian keusngan negara vang cukup besar, maka perlu dilakukan
suatl upaya pengembalian kerugian Kevangan negara oleh pelaku Korupsi sebpgiimana
vang ditetapkan dalam Undang-Undang Momor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undeng Nomaor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi bahwa kemagian keuansan
negara yang dinkibatkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan aleh pelaku korupsi.
Drisamping itu lehib laniot pasal 1365 Kiwb Undang-Undang Hukum Perdats menvatakan
tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugisn kepada scoramg  lain,
mewajibkan orang yang karena salahnyve menerbitkan kerugion itu, mengganti kerugian
fersebul.

Apahila dikaitkan lebib lanjut denpan tindak pidana korupsi vang merngikan
keuangan negara maka berdasarkan pasal ini pelaku tindak pidana korupsi dilaruskan
wuntuk membayar panti rugi terhadap pihok yang dirugikan oleh perbuatan korupsi.
Fengembalian kerugian keusngan negara pada kasus tindak pidana karupsi dapat dilakukan
melalui dua instrumen hukum yakai instrumen bukum pidana den instrumen huekum
pordata.

Penggunaan instrumen hukem pidana dalam  pengembalian kerugian kKewangan
negara yakni melalui pembayaran vang pengganti vang besarnya sama dengan harta vang
diperaleh dari korupsi selsin dari penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku konpsi
tersebut. Mamun dalam praktiknya hampir tidak ada terpidana yang membavar ang

pengganti ini dengan berbagui alasan, untuk mengatasi hal yang demikian maka Jaksa

* Indonesin Coruption Watcl, independent Report Corrupiion Aseessmient and Compliance United
Natizn Comgntion Againit Corruption ¢ UNCAC 22003 in Indawesian Leaw. www antikorupsi org, digkses
tomggal 25 Januari MR, jiam L6 wib,



Penuniut Umum biasanya menuntut agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana
penjara maksimum, tetapl prakiek semacam ind tentu saja sangat mervgikan keuangan
negara karena hanya dapat menyeret pelaku tindak pidana korupsi kedalam penjara
sedangkan kerugian kevanpan vang diderita negara tidak dapat dipulihkan.’

Selain penggunaan instrumen hukum pidana, pengembalian keuangan negara juga
dapat dilakukan melalui mekanisme keperdatann, Pengunaan instrumen hukum perdata
dalsm wpaya pengembalian kevangan negars memiliki peranan vang penting vakni untuk
memperbaiki hak-hak vang dirugiken akibar perbuatan korupsi (remedy), memberikan
ganti rugi atas kerugian vang diakibatkan aleh perbuatan korupsi (compensation) dan/stay
untuk mengembalikan kondisi pihek korban perbuatan korupsi ke keadasn sehelum
terjadinya perbuatan Korupsi tersebut (equity),

Pengunaan instrumen hukum perdata dalam pengembalian kevangan negara ini
sepenuhnyi tunduk pada hukum perdata materil maupun formil vakni dengan mengajukan
gugatan perdata aleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Mepara ( JPN 7 vang dalam hal ini
mewnkili nepara, masyarakat ataupun instansi vang dirugikan terhadsp pelaku tindak
pidarta Korupsi maopun ahli warisnya, Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tenany hejaksaan Republik Indonesia menyatzkan di bidang perdsta dan 1ata usaha
negare, Kejaksaan dengan kuvasa Khusws dapat bertindak di dalam mavpun di luar
pengadilan unuk dan stas nama negara atau pemerintah.

Pasal ini jelas menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan tidak hanva
semata-mata pada bidang pidana saja tetapi juga di bidang perdata dan tata uszha negara.
Jaksa Pengacara Megara ataupun instansi vang dirogikan dalam mengajukan pegatan
perdata harus dapat membukiikan babwa secara nvata telah terjadi kerugian negara akibat

perbuatan lersangka, terdakwa ataupun terpidena,

" Harprileny Sochiantoro & (i hal 5



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

I

Apabila Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan meminta terpidana korupsi
membayar vang pengganti maka JPU melimpabkan perkara ini kepada Jaksa
Pengacara Megara untuk diselesaikan. Jaksa Pengacars Wegara herdasarkan Surat
Bussa Bhusus (SEK) melakekan negosiasi denpan terpidana‘hekas terpidanalakli
warlsnyi guna mencar kesepakatan cara pengembalian kevanpan negara, Apabila
negosiasi ini herhzsil mencapai kesepakatan bahwa terpidanabekas terpidanafahli
warisnya akan membayar usng penggzanti tersehut dengan jalan mencicil sctiap
bulanya.. Terpidany korupsifbekas erpidana‘ahli wards vang membavar  uang
cicilan kepada IPN mendzpatkan kuitansi sebagai buktl penvershan  uang,
kemudian JPN yang mencrima vang tersebut akan menverahkan langsung kepada
Bendabarawan Lhusus penerima,dalam wakiu paling lama 1% 24 jam Bendafarawan
ini harus sudal menyetrkan vang tersebut ke kas negara melslui bank vang
ditunjuk

Beberapa  kendala dalam penpembalian  kerusgian kevangan  nesara melalui
mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi yakni menvangkot
kemampuzn membayar dari terpidana/ahli warisnya dimana jumlzh harta yany
dimiliki tdak dapat menutupi jumlah  Kerugisn  keusngan nepara vang telah
dikarupsinya serta apabila terpidana meninggal dunia dalam menjalani pidana JPN
mengalami kesulitan dalam menentukan 2hli waris sah dari terpidana vang dapat

membayar kenugian keusngan negara yang telah dikerupsi oleh terpidana.
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